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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pemerintah Indonesia telah mengatur ketat pengaturan hukum tindak
pidana kepemilikan senjata api ilegal. Hal ini dilakukan demi mengurangi
dampak buruk yang disebabkan oleh penyebaran senjata api di
masyarakat. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang Darurat
Nomor 12 Tahun 1951, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta UU
Kepabeanan.

2. Setiap tahunnya, kasus penyalahgunaan senjata api rakitan di wilayah
Hukum Polda NTB mengalami peningkatan dari 22 kasus menjadi 35
kasus antara tahun 2020 sampai 2022. Penerapan hukum dan penjatuhan
sanksi pidana kepada pelaku kepemilikan senjata api illegal oleh
masyarakat sipil di Nusa Tenggara Barat telah dilakukan sesuai dengan
prosedur hukum Indonesia dan ditangani oleh Kepolisian Daerah Nusa
Tenggara Barat dengan menggunakan Undang-undang Darurat No 12
tahun 1951 sesuai pasal 1 ayat (1). Ini telah menimbulkan vonis bagi
pelaku sebagai efek jera bagi para pemilik senjata api illegal.

B. Saran
Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan terkait dengan topik
skripsi ini, disarankan agar:

1. Kepada Masyarakat agar tidak lagi melakukan penguasaan atau

kepemilikan terhadap senjata api dan amunisi tanpa izin agar terciptanya
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kedamaian, keharmonisan dan keselarasan hidup, serta agar mengurangi
resiko terhadap kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut agar
terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

. Kepada aparat penegak hukum, hendaknya mengedepankan dan
mengutamakan hukum pidana nasional yaitu KUHP dan KUHAP sebagai
acuan atau pedoman dalam penyelesaian kasus tindak pidana

penyalahgunaan senjata api dan amunisi tanpa izin oleh warga sipil.
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